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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Jambi merupakan salah satu kota yang terdapat di Pulau Sumatera dan 

sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Jambi dengan luas wilayah 205,38 km2 dan 

jumlah penduduk 606.200 jiwa. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi merupakan 

kota yang ramai dan sibuk dengan berbagai aktivitas masyarakat sehingga Kota 

Jambi merupakan pusat kegiatan bisnis dan komersial di Provinsi Jambi.  

Salah satu ciri kota inklusif secara politik ialah kota yang setara menghargai 

dan mendengarkan suara masyarakatnya, dengan mengikutsertakannya dalam 

prosedur perencanaan dan penganggaran kota. Salah satunya  di aksesibilitas kota 

Jambi masih dinilai kurang memadai. Ditengah modernisasi fasilitas publik tidak 

serta merta dapat digunakan oleh masyarakat normal tetapi harus bisa juga 

digunakan oleh penyandang disabilitas, landasan mengenai kebijakan untuk 

peningkatan kualitas hidup difabel pun sudah jelas. Namun pada kenyataannya das 

sollen dan das sein tidak selaras ada banyak faktor yang membuat pelayanan publik 

tidak serta merata disetiap daerah termasuk di Kota Jambi, penetapan standar 

aksesibilitas menjadi isu yang sangat penting dalam pengembangan sistem 

pelayanan publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Standar aksesibilitas dapat mengatur aspek input, proses, dan output 

pelayanan. Input pelayanan penting untuk distandarisasi mengingat kuantitas dan 

kualitas dari input pelayanan yang berbeda antara daerah menyebabkan sering 
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terjadinya ketimpangan akses terhadap pelayanan yang berkualitas. Kemampuan 

daerah yang berbeda dalam pembiayaan membangun kota inklusif termasuk 

aksesibilitas, pendidikan dan kesehatan membuat input dari sistem pendidikan dan 

kesehatan berbeda antara daerah1.  

PERDA No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi 

Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa Aksesibilitas 

adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakansarana, prasarana dan 

fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancarmobilitas Lanjut Usia. 

Aksesibilitas pelayanan publik meliputi; kepentingan umum. Yaitu pemberian  

pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan 

termasuk fasilitas dan perlakuan berbeda bagi kelompok rentan atau penyandang 

disabilitas. Isu ini menjadi sangat penting untuk terus di tingkatkan karena 

disabilitas merupakan isu pembangunan. Hal ini karena disabilitas memiliki 

hubungan dua arah ke kemiskinan, dimana kemiskinan dapat meningkatkan resiko 

disabilitas dan disabilitas dapat meningkatkan resiko kemiskinan2.  

Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat 

difabel (different ability) atau sering disebut dengan “orang yang memiliki 

kemampuan berbeda” didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan 

dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan yang berkenaan dengan 

permasalahan pada umumnya, yaitu kurangnya fasilitas pelayanan sosial dan 

 
1 Kamaruddin sellang, dkk, “Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” CV. 

Penerbit Qiara Media, hlm. 28 
2 WHO dan World Bank, World Report on Disability, Malta, 2011, hlm.10 
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kesehatan serta pelayanan umum lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang 

disabilitas, termasuk aksesibilitas.   

Difabel atau people with different abilities adalah istilah yang digunakan 

untuk menyebut penyandang cacat fisik atau penyandang kebutuhan khusus 

perubahan cara pandang dari charity based menjadi social based sudah mendasari 

perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama 

setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai 

kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-

haknya sebagai seorang manusia. Di Indonesia, menurut hasil Survey Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 

2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari 

jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 

472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang 

disabilitas grahita/intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 

170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 

2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda3.  

 Berikut Tabelnya. 

Disabilitas 

Netra 

Disabilitas 

Rungu 

Wicara 

Disabilitas 

Intelektual 

Disabilitas 

Tubuh 

Disabilitas 

tidak mandiri 

Disabilitas 

Ganda. 

 

1.780.200 472.855 402.817 616.387 170.120 2.401.592 

Di Kota Jambi sendiri berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi tahun 

2020 jumlah penyandang disabilitas tuna daksa berjumlah 634, tuna Netra 118, tuna 

 
3 Sumber: http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765  



4 
 

 
 

rungu 166 dan retardasi mental berjumlah 371 dengan jumlah keseluruhan yaitu 

1.293 penyandang disabilitas di Kota Jambi Tahun 20204. 

Berikut tabelnya : 

 

Secara umum pemenuhan hak-hak disabilitas sudah cukup tersedia baik 

pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di pusat. Dalam 

UUD 1945 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas 

penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Artinya 

pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kesehatan juga  aksesibilitas 

pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat. Aksesibilitas, baik fisik maupun 

non fisik, merupakan salah satu prasyarat utama untuk mengatasi hambatan 

penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara. Hak atas aksesibilitas 

ditegaskan dalam UU Penyandang Disabilitas pasal 18 yang mencakup aksesibilitas 

infrastruktur serta sarana dan prasarana publik dan dijabarkan pada pasal 97 – 108. 

Aturan aksesibilitas lebih operasional tertuang pada PP no. 42 tahun 2020 tentang 

aksesibilitas permukiman dan layanan publik, serta perlindungan dari bencana.5  

Kehadiran UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para 

penyandang disabilitas. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus 

 
4 Badan Pusat statistik Kota Jambi  mengenai banyaknya penyandang cacat di Kota jambi 

5 Ishak Salim, M. Joni Yulianto, Dkk. Perpustakan Nasional RI Dalam Katalog 

 “ Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas” hlm. 134 

 

Tuna Daksa 

 

Tuna Netra 

 

Tuna Rungu 

 

Retardasi Mental 

 

Total Jumlah 

634 118 166 371 1.293 
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melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang 

mendukungnya6. Sejak terbentuknya UU No.8 Tahun 2016 hingga saat ini baru ada  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, 

Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, 

Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang 

Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas.7  

Masih banyak amanat untuk membentuk peraturan pelaksana yang dari UU 

No.8 Tahun 2016 yang belum terbentuk hingga saat ini sehingga berdasarkan 

ketentuan penutup di dalam Pasal 150 menyebutkan semua peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 1997 masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.8 

Tahun 2016 tersebut.  

Namu$n de$mikian, re$alisasi dari amanat ke$bijakan te$rse$bu$t masih 

me$nu$nju$kkan be$rbagai ke$ku$rangan di lapangan. Be$be$rapa lokasi pu$blik strate$gis di 

Kota Jambi, se$pe$rti Je$mbatan Ge$ntala Arassy, GOR Kota Baru$, dan Danau$ Sipin, 

be$lu$m dile$ngkapi de$ngan aksesibilitas fisik seperti fasilitas ramp yang se$su$ai 

 
6 A. Trimaya, “Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas”’ Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 4/2016, hlm. 401–409 
7 Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh 

Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local 

Government) hlm. 134 
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standar bagi individu$ de$ngan ke$te$rbatasan mobilitas. Se$lain itu$, pe$masangan 

gu$iding block atau$ u$bin pe$mandu$ bagi pe$nyandang tu$nane$tra pada jalu $r pe$de$strian 

be$lu$m me$rata dan se$ringkali tidak difu$ngsikan se$bagaimana me$stinya. 

Kondisi ini be$rdampak pada te$rbatasnya ru$ang ge$rak se$rta partisipasi aktif 

pe$nyandang disabilitas dalam ke$hidu$pan sosial masyarakat. Ke$tidakse$su$aian 

infrastru$ktu$r me$mbu$at me$re$ka ce$nde$ru$ng me$ngandalkan ke$ndaraan pribadi atau $ 

jasa transportasi daring, kare$na transportasi u$mu$m yang te$rse$dia be$lu$m mampu$ 

me$ngakomodasi ke$bu$tu$han khu$su$s me$re$ka se$cara optimal. 

Ole$h se$bab itu$, dipe$rlu$kan e$valu$asi me$nye$lu$ru$h te$rhadap ke$bijakan dan 

imple$me$ntasi aksesibilitas di Kota Jambi de$ngan pe$nde$katan partisipatif, 

khu$su$snya me$libatkan komu$nitas pe$nyandang disabilitas se$bagai su$bje$k langsu$ng. 

U$paya ini pe$nting dalam me$wu$ju$dkan Kota Jambi se$bagai kota yang inklu$sif dan 

ramah disabilitas. Pe$me$nu$han akse$sibilitas bu$kan se$mata-mata ke$wajiban hu$ku$m, 

me$lainkan bagian inte$gral dari pe$rlindu$ngan hak asasi manu$sia dan pe$rwu$ju$dan 

ke$adilan sosial bagi se$lu$ru$h warga. 

Dalam pe$rke$mbangan tahu$n ke$ tahu $n Kota Jambi me$ngalami pe$ningkatan 

yang cu$ku$p signifikan baik dari se$gi be$rtambahnya ju$mlah pe$ndu$du$k dan 

be$rke$mbangnya se$ktor pe$re$konomian dan pe$rindu$strian. U$ntu$k itu$ akse$sibilitas 

sangat pe$nting pe$ranannya bagi dae$rah baik itu$ dae$rah yang be$rke$mbang mau$pu$n 

dae$rah pe$de$saan.  Salah satu$ pe$rmasalahan di Kota Jambi adalah akse$sibilitas  fisik 
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dimana hal ini me$ru$pakan point yang sangat pe$nting dalam me$mbe$rikan layanan  

akse$sibilitas te$rbaik ke$pada masyarakat. 8  

Acu$an ini be$rpe$doaman ke$pada Pasal  29  U$U$  No.  25  Tahu$n  2009 te$ntang 

Pe$layanan Pu$blik dimana pada pasal ini dise$bu$tkan  bahwa  pe$nye$dia  layanan haru$s   

me$mbe$rikan   layanan   khu$su$s   bagi pe$nyandang  disabilitas  se$rta  pe$manfaatan 

sarana, prasarana dan/atau$ fasilitas pe$layanan  pu$blik  yang  se$su$ai  bagi  para 

pe$nyandang disabilitas tanpa bole$h dipe$rgu $nakan ole$h orang yang tidak be$rhak. 

Artinya bagi se$lu$ru$h pe$nye$le$nggara pe$me$rintah pu$sat dan dae$rah haru$s 

me$mbe$rikan ke$samaan dan ke$mu$dahan   layanan   ke$pada   pe$nyandang disabilitas. 

Se$bagaimana kota inklu$sif di Indone$sia, Kota Jambi saat ini su$dah me$nu$nju$kan 

se$dikit pe$ru$bahan te$rkait pe$layanan pu$blik bagi masyarakat se$pe$rti pe$mbu$atan 

taman-taman te$rbu$ka se$bagai ru$ang pu$blik bagi masyarakat, namu$n tak se$dikit pu$la 

akse$sibilitas  bagi pe$nyandang disabilitas be$lu$m te$rpe$nu$hi. Se$pe$rti jalu $r pe$de$strian 

yang me$ru$pakan pe$nu$njang bagi akse$sibilitas trasnportasi.  

 

Tingginya hambatan aksesibilitas me$mbu$at pe$nyandang disabilitas di Kota 

Jambi sangat be$rgantu$ng pada bantu$an dari ke$lu$arga dan warga lain dalam 

me$laku$kan pe$rge$rakan. Te$ntu$ ini me$ru$pakan salah satu$ pe$nye$bab hambatan 

partisipasi pe$nyandang disabilitas dalam inte$raksi sosial dan aktivitas pe$ndu$du$k 

kota, te$rmasu$k dalam pe$manfaatan fasilitas pu$blik lain. Akibatnya, pe$nyandang 

 
8 Keselamatan Bus and Rapid Transit-trans Siginjai, ‘Persepsi Penumpang Terhadap 

Kinerja Layanan Operasional Dan Keselamatan Bus Rapis Transit-Trans Siginjai Jambi’, Jurnal 

Rang Teknik Journal, 3.1 (2020), pp. 1–6 

<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL>. 
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disabilitas di Kota Jambi saat ini masih me$ngalami pe$mbatasan aktivitas dan 

alie$nasi/te$rasingkan dalam ru$ang kota.  

Maka dari itu$ tu$lisan ini akan  me$nganalisis sinkronisasi re$gu$lasi pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rkaitan de$ngan pe$layanan pu$blik me$nge$nai 

akse$sibilitas transportasi de$ngan hak hu$ku$m disabilitas, baik se$cara ve$rtikal 

mau$pu$n horizontal di Kota Jambi. Tu$ju$annya adalah u$ntu$k me$me$takan su$mbe$r 

ke$tidakharmonisan dalam pe$rlindu$ngan hak u$ndang-u$ndang disabilitas yang 

me$nye$babkan te$rjadinya diskriminasi.Analisisnya me$nggu$nakan pe$nde$katan 

pe$ru$ndang-u$ndangan (statu$te$ approach) dan yu$ridis empiris, de$ngan foku$s pada 

imple$me$ntasi te$rhadap konsiste$nsi atu$ran hak hu$ku$m dalam Pe$ratu $ran Dae$rah 

PE$RDA Nomor 2 Tahu$n 2019 te$ntang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi 

Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas 

Tu$ju$annya adalah u$ntu$k  me$nghindari tu$mpang tindih, ambigu$, atau$ 

antinomy of the$ ru$le$ of law yang me$ngakibatkan te$rjadinya disharmonisasi antara 

su$pre$masi hu$ku $m, te$rjadinya diskriminasi, e$ksploitasi, pe$ngu$rangan bahkan 

pe$nghapu$san hak-hak kau$m disabilitas kare$na ku$rangnya sinkronisasi antara 

hu$ku$m dan pe$ne$rapan  yang ada kare$na imple$me$ntasi te$rse$bu$t me$ru$pakan hak 

warga ne$gara indone$sia dan pe$layanan te$rse$bu$t dapat me$nye$ntu$h se$mu $a kalangan 

te$rmasu$k pe$nyandang disabilitas, namu$n re$alita pe$layanan akse$sibilitas 

pe$nyandang disabilitas saat ini masih banyak me$miliki ke$ku$rangan.  

Ole$h kare$na itu$ pe$rlu$ adanya analisis situ$asi pe$me$nu$han hak pe$nyandang disabilitas 

dalam aspe$k akse$sibilitas yang me$ru$pakan paparan analisis, diharapkan 

me$mbe$rikan pe$mahaman te$ntang be$tapa isu $ disabilitas me$libatkan banyak se$ktor 
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dan tidak dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan hanya ole$h satu$ se$ktor saja. Se$bagai u$paya 

pe$me$nu$han ke$bu $tu$han  te$ntang kajian akse$sibilitas  bagi pe$nyandang disabilitas 

Kota Jambi pe$rlu $ me$mahami pe$rmasalahan yang ada saat ini. Maka dari itu$ pe$nu$lis 

te$rtarik u$ntu$k me$ngadakan pe$nu$lisan dalam rangka pe$nyu$su$nan skripsi de$ngan 

ju$du$l ANALISIS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS KOTA 

JAMBI BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2019 (Tentang 

Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang 

Disabilitas) 
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B. Rumusan Masalah 

  Be$rdasarkan u$raian yang te$lah dipaparkan dari latar be$lakang di atas, maka 

pe$nu$lis me$narik su$atu$ ru$mu$san masalah, yaitu$: 

1. Bagaimana implementasi akse$sibilitas bagi pe$nyandang disabilitas di Kota 

Jambi? 

2. Apa saja hambatan dalam me$ningkatkan akse$sbilitas  di Kota Jambi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Pe$ne$litian dilaku$kan se$bagai be$riku$t: 

a. U$ntu$k me$nge$tahu$i akse$sibilitas  bagi pe$nyandang disabilitas Kota Jambi. 

b. U$ntu$k me$nge$tahu$i apa saja hambatan dalam me$ningkatkan akse$sibilitas   

di Kota Jambi u$ntu$k bisa me$njadi kota ramah disabilitas 

c.  

D. Manfaat Penelitian  

 

Be$rdasarkan pe$rmasalahan-pe$rmasalahan di atas pe$ne$litian ini diharapkan dapat 

me$mbe$rikan manfaat se$bagai be$riku$t: 

a. Dari Se$gi Te$oritis 

  Me$nambah wawasan, me$mbe$rikan informasi dan ilmu$ pe$nge$tahu$an 

atau$pu$n kajian ilmiah pada u$mu$mnya, dan khu$su$snya pada ilmu$ hu$ku$m 

Administrasi ne$gara yang dapat digu$nakan kalangan akade$mis mau$pu$n non-

akade$mis te$ru$tama yang be$rkaitan de$ngan  
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ANALISIS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS KOTA 

JAMBI BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2019 (Tentang 

Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang 

Disabilitas) 

 

b. Dari Se$gi Praktis 

1) Se$bagai bahan pe$nge$tahu$an se$baran u$mu$m ke$pada masyarakat u$ntu$k 

me$nge$tahu$i te$ntang u$paya hu$ku$m yang ada di Indone$sia. 

2) Bahan pe$doman bagi praktisi hu$ku$m dalam me$ne$mu$kan dan me$ne$rapkan 

ke$bijakan hu$ku$m de$ngan baik be$rkaitan de$ngan Analisis Akse$sibilitas Bagi 

Kau$m Disabilitas. 

3) Se$bagai bahan su$mbangan bagi Faku $ltas Hu$ku$m U$nive$rsitas Jambi. 

E. Kerangka Konseptual 

  Gu$na me$nghindari pe$nafsiran yang be$rbe$da dan me$mu$dahkan pe$nu$lis se$rta 

pe$mbaca dalam me$mahami skripsi ini, maka dije$laskan be$be$rapa pe$nge$rtian 

yang be$rkaitan de$ngan ju$du$l skripsi ini yaitu$ se$bagai be$riku$t: 

1. Kajian Yu $ridis empris 

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum 

yang memadukan antara analisis terhadap norma-norma hukum positif 

(pendekatan yuridis normatif) dengan kajian terhadap realitas yang terjadi 

dalam masyarakat (pendekatan empiris). Dengan kata lain, pendekatan ini tidak 

hanya menelaah hukum sebagai suatu sistem norma, tetapi juga menempatkan 
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hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati melalui perilaku 

masyarakat dalam kaitannya dengan berlakunya hukum tersebut. 

Dalam pendekatan yuridis empiris, hukum dipahami tidak hanya sebagai teks 

tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai 

suatu kenyataan yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan sosial. 

Oleh karena itu, pendekatan ini menitikberatkan pada kajian implementasi 

hukum dalam masyarakat serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. 

2. Pe$nyandang Disabilitas 

 Pe$nyandang Disabilitas adalah orang yang me$miliki ke$te$rbatasan fisik, 

me$ntal, inte$le$ktu$al atau$ se$nsorik dalam jangka waktu$ lama yang dalam 

be$rinte$raksi de$ngan lingku$ngan dan sikap masyarakatnya dapat me$ne$mu$i 

hambatan yang me$nyu$litkan u$ntu$k be$rpartisipasi pe$nu$h dan e$fe$ktif 

be$rdasarkan ke$samaan hak (U$ndang-U$ndang Nomor 19 Tahu$n 2011 Te$ntang 

Pe$nge$sahan Hak-Hak Pe$nyandang Disabilitas). Istilah disabilitas be$rasal dari 

bahasa inggris yaitu$ diffe$re$nt ability yang artinya manu$sia me$miliki 

ke$mampu$an yang be$rbe$da. Te$rdapat be$be$rapa istilah pe$nye$bu$tan me$nu$nju$k 

pada pe$nyandang disabilitas, Ke$me$nte$rian Sosial me$nye$bu$t de$ngan istilah 

pe$nyandang cacat, Ke$me$nte$rian Pe$ndidikan Nasional me$nye$bu$t de$ngan istilah 

be$rke$bu$tu$han khu$su$s dan Ke$me$nte$rian Ke$se$hatan me$nye$bu$t de$ngan istilah 

Pe$nde$rita cacat. 

3. Aksesibilitas  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

Pasal 1 angka 4 menyebutkan "Aksesibilitas adalah kemudahan yang 
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disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan bagi penyandang disabilitas 

F. Landasan Teoritis  

1. Te$ori Ke$we$nangan  

 Ke$we$nangan adalah me$ru$pakan hak me$nggu$nakan we$we$nang yang dimiliki 

se$orang pe$jabat atau$ institu$si me$nu$ru$t ke$te$ntu$an yang be$rlaku$, de$ngan de$mikian 

ke$we$nangan ju$ga me$nyangku$t kope$te$nsi tindakan hu$ku$m yang dapat dilaku$kan 

me$nu$ru$t kae$dah-kae$dah formal, jadi ke$we$nangan me$ru$pakan ke$ku$asaan formal 

yang dimiliki ole$h pe$jabat atau$ institu$si.9 Me$nu$ru$t H.D Stou$t “we$we$nang adalah 

pe$nge$rtian yang be$rasal dari hu$ku$m organisasi pe$me$rintahan, yang dapat 

dije$laskan se$bagai se$lu$ru$h atu$ran-atu$ran yang be$rke$naan de$ngan pe$role$han dan 

pe$nggu$naan we$we$nang-we$we$nang pe$me$rintahan ole$h su$bje$k hu$ku $m pu$blik di 

dalam hu$bu$ngan hu$ku$m pu$blik”.10 

2. Te$ori Pe$rbandingan  

 Te$ori ini me$ru$pakan ke$giatan me$mbandingkan siste$m hu$ku$m yang satu$ 

de$ngan siste$m hu$ku$m yang lain. Yang dimaksu$d de$ngan pe$rbandingan ini adalah 

me$nsinyalir pe$rbe$daan-pe$rbe$daan se$rta pe$rsamaan de$ngan me$mbe$ri pe$nje$lasan 

dan me$ne$liti se$bagaimana fu$ngsinya.  

 Pe$rbandingan hu$ku$m se$bagai su$atu$ me$tode$ me$ngandu$ng arti bahwa su$atu$ 

cara pe$nde$katan u$ntu$k le$bih me$mahami su$atu$ obje$k atau$ masalah yang akan 

 
9  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 

hlm. 72 
10 Ibid, Hlm. 83 
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dite$liti. De$ngan de$mikian pe$rbandingan hu$ku$m pe$rlu$ be$rtitik tolak pada norma 

yang le$bih tinggi se$su$ai de$ngan Hirarki pe$ru$ndang-u$ndangan pada U$ndang-

U$ndang Nomor 8 Tahu$n 2016. Validitas norma pada gilirannya akan 

me$nciptakan apa yang dise$bu$t se$bagai hirarki norma yang dalam pe$mikiran 

ke$lse$n dise$bu$t se$bagai “Stu$fe$nbau$ the$ory”.  

 Se$tiap norma agar me$njadi se$bu$ah norma yang valid haru$ dinyatakan valid 

dan tidak be$rte$ntangan de$ngan norma yang diatasnya. Norma yang paling tinggi 

adalah gru$ndnorm. Ke$lse$n me$nggambarkan “su$atu$ siste$m hu$ku $m se$bagai 

se$bu$ah siste$m norma yang saling te$rkait satu$ sama lain, yang be$rge$rak dari su$atu$ 

norma yang u$mu$m ke$ norma yang le$bih konkre$t . validitas se$mu$a norma te$rse$bu$t 

pada akhirnya akan be$rmu$ara dan me$ndapat validasi dari gru$ndnorm.” 

G. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas pe$ne$litian me$ru$ju$k pada ke$u$nikan dan ke$baru$an dari su$atu$ 

pe$ne$litian agar tidak adanya plagiarisme$. Dalam konte$ks pe$ne$litian ilmiah, 

orisinalitas me$ru$ju$k pada kontribu$si baru$ yang ditambahkan ole$h pe$ne$liti             

ke$ dalam pe$nge$tahu$an yang su$dah ada. Pe$ne$litian dianggap orisinal jika 

me$mbe$rikan pandangan, me$todologi, atau$ te$mu$an baru$ yang be$lu$m pe$rnah 

diu$ngkapkan se$be$lu$mnya dalam lite$ratu$r ilmiah.  Pe$ne$litian ini me$nggu$nakan 

be$ntu$k Pe$nde$katan Baru$: Pe$nde$katan baru$ te$rhadap su$atu$ masalah atau$ konse$p 

yang me$mbu$ka pintu$ u$ntu$k pe$mahaman yang le$bih dalam atau$ solu$si yang le$bih 

e$fe$ktif hingga dapat me$mbu$ka pote$nsi pe$mahaman baru$ se$rta pe$nge$mbangan 

me$nge$nai pe$ratu$ran yang ada. 
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H. Metode Penelitan  

1. Je$nis dan Sifat Pe$ne$litian  

  je$nis pe$ne$litian yang digu$nakan dalam skripsi ini adalah me$ru$pakan 

pe$ne$litian hu$ku$m Yu$ridis empris. Yuridis empiris adalah salah satu jenis 

pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif 

(yuridis) dengan fakta di lapangan (empiris). Pendekatan ini digunakan untuk 

memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat secara nyata, tidak 

hanya berdasarkan aturan hukum tertulis (undang-undang, peraturan), tetapi juga 

berdasarkan praktik atau kenyataan sosial. 

  Sifat analisis pe$ne$litian ini be$rsifat te$rskriptif yaitu$ me$nje$laskan su$atu$ 

masalah yang me$ru$pakan su$atu$ ke$haru$san yang haru$s dilaku$kan, dite$ntu$kan, 

atau$pu$n dipu$tu $skan dalam pe$ne$litian.  

2. Su$mbe$r Bahan Hu$ku$m  

  Su$mbe$r bahan hu$ku$m yang pe$ne$liti gu$nakan adalah me$nggu $nakan data 

yang te$rdiri dari:  

a. Bahan Hu$ku$m Prime$r 

Yaitu $ bahan hu$ku$m yang be$rsifat me$ngikat  

b. Bahan Hu$ku$m Se$ku$nde$r  

Yaitu $ bahan hu$ku$m yang te$rdiri dari bu$ku$-bu$ku$, ju$rnal ilmiah,hasil 

pe$ne$litian, artike$l ilmiah, karya ilimiah, se$rta pe$ndapat para ahli yang 

be$rkaitan de$ngan pe$nu$lisan skripsi ini.  
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c. Bahan Hu$ku$m Te$rsie$r 

Me$ru$pakan bahan hu$ku$m yang me$mbe$rikan informasi te$ntang bahan 

hu$ku$m prime$r dan bahan hu$ku$m se$ku$nde$r yaitu$ we$bsite$ yang dapat 

me$nje$laskan hal-hal yang be$rkaitan de$ngan bahan hu$ku$m se$be$lu$mnya. 

3. Pe$ngu$mpu$lan Bahan Hu$ku$m  

Adapu$n pe$ngu$mpu$lan data yang digu$nakan pe$ne$liti adalah me$lalu$i stu$di 

ke$pe$rpu$stakaan se$hingga obje$k yang be$rkaitan de$ngan pe$rmasalahan, maka 

dilaku$kan tinjau$an yu$ridis normatif te$rhadap hasil pe$ne$litian yang dipe$role$h.  

4. Analisis data  

  Analisis data me$ru$pakan faktor pe$nting dalam su$atu$ pe$ne$litian kare$na akan 

me$njawab se$mu$a pe$rsoalan yang timbu $l dari pokok pe$rmasalahan yang ada. 

Se$te$lah bahan hu$ku$m prime$r, se$ku$nde$r, dan te$rsie$r te$rku$mpu$l se$cara siste$matis 

dan se$lanju$tnya pe$ne$liti akan me$mpe$lajari ke$te$ntu$an atau$ pe$ratu$ran yang 

digu$nakan. Dalam hal ini pe$ne$liti me$nggu$nakan me$tode$ stu$di tinjau$an yu$ridis 

normatif. Data yang dipe$role$h dari stu$di kasu$s, stu$di pu$staka, dan stu $di doku$me$n 

maka se$lanju $tnya akan diu$raikan se$cara de$skriptif yang be$rtu $ju$an u$ntu$k 

me$nde$skripsikan masalah yang akan dite$liti ole$h pe$ne$liti ini. 

I. Sistematika Penulisan  

  Adapu$n pe$nu$lisan skripsi ini didasarkan pada siste$matika pe$nu$lisan se$de$rh- 

hana, yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mpe$rje$las pe$rmasalahan-pe$rmasalahan yang ada 

yang akan dibahas pada bab se$lanju$tnya. U$ntu$k le$bih te$rarah pe$nu$lisan skripsi 
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ini. Maka pe$nu$lis me$nyu$su$nnya ke$dalam e$mpat bab, tiap-tiap bab dipe$rincikan 

ke$bagian-bagian te$rke$cil se$su$ai de$ngan ke$pe$rlu$an se$bagai be$riku$t:  

BAB 1 Pendahuluan. Dalam bab ini me$nggambarkan pe$rmasalahan 

yang me$latar be$lakangi masalah, ru$mu$san masalah, tu$ju$an dan 

manfaat pe$ne$litian, ke$rangka konse$ptu$al, landasan te$ore$tis, 

me$tode$ pe$ne$litian dan siste$matika pe$nu$lisan. 

BAB II Tinjauan Umum. Dalam bab ini te$rdiri atas Tinjau $an U$mu$m 

Te$ntang Me$nge$nai Analisis  akse$sibilitas Pe$nyandang 

Disabilitas Kota Jambi U$ntu$k Me$wu$ju$dkan Kota Ramah 

Disabilitas Be$rdasarkan Pe$rme$nsos No 70 Tahu$n 2019. 

BAB III Pembahasan. Dalam bab ini te$rdiri dari su$b bab ini be$risikan 

pe$mbahasan. Pe$nu$lis me$laku$kan tinjau$an yu$ridis e$mpiris 

me$nge$nai Bagaimana Analisis akse$sibilitas Pe$nyandang 

Disabilitas Kota Jambi U$ntu$k Me$wu$ju$dkan Kota Ramah 

Disabilitas Be$rdasarkan Pe$rme$n No 70 Tahu$n 2019. 

BAB IV Penutup. Dalam bab ini me$ngu$raikan te$ntang ke$simpu$lan dan 

saran. Ke$simpu$lan me$ngu$raikan pokok-pokok pe$mbahasan 

dari skripsi yang ditu$lis se$kaligu$s jawaban te$ntang 

pe$rmasalahan yang diaju $kan dalam skripsi ini se$rta kritik dan 

saran yang dipe$rlu$kan be$rkitan de$ngan skripsi ini. 

 

  

 


